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PERAN PENDIDIKAN POLITIK

DALAM MEMBENTUK PERILAKU POLITIK YANG BERETIKA

Miranu Triantoro
mir.stkip@gmail.com
STKIP PGRI BLITAR

Abstrak : Pendidikan politik merupakan proses yang berusaha meningkatkan dan
memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan generasi muda guna menunjang
kelestarian Pancasila UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pelaksanaan pendidikan politik yang efektif akan melahirkan sumber daya manusia
yang potensial, baik sebagai warga negara maupun pejabat negara yang mengemban
amanat rakyat. Implementasi dari peran pendidikan politik dapat dilihat dari
partisipasi politik setiap warga negara yang dijalankan sesuai dengan nilai-nilai dan
budaya politik yang dianut oleh bangsa Indonesia. Bersikap toleransi, menghargai
harkat dan martabat manusia, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas
kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain,
menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan contoh wujud nyata dari
perilaku politik yang beretika. Semoga harmonisasi kehidupan dapat diwujudkan
dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci : Pendidikan Politik, perilaku politik, etika

Abstract: Political education is a process that aimed to improve and consolidate the
political and state awareness of the young generation in order to support the
sustainability of the Pancasila and the Constitution of 1945 in the Unitary State of the
Republic of Indonesia. Implementation of effective political education will result
potential human resources, both as citizens and state officials who carry the mandate
of the people. And the Implementation of the role of political education can be seen
from the political participation of every citizen who runs the activities in accordance
with the values and political culture adopted by the Indonesian nation. Being tolerant,
respecting the dignity of human beings, prioritizing the interests of the nation and the
state above personal and group interests, not imposing the will of others, maintaining a
balance between rights and duties are the examples of a concrete manifestation of
ethical political behavior. Hopefully the harmonization of life can be realized in the
society, nation and state.

Key Words : Political education, political behavior, ethics

PENDAHULUAN

Era reformasi yang ditandai dengan
berakhirnya masa pemerintahan Presiden
Soeharto yang telah memegang tampuk
pemerintahan selama 32 tahun (1966-1998)
hingga berjalan 19 tahun saat sekarang ini,
di awal kelahirannya telah mencanangkan
adanya 6 (enam) agenda pokok, yakni; (1)
Adili Soeharto dan kroni-kroninya, (2)

139

Amandemen UUD 1945, (3) Otonomi daerah
yang seluas-luasnya, (4) Hapuskan Dwi Fungsi
ABRI, (5) Hapuskan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme, (6) Tegakkan supremasi hukum.
Berbagai agenda reformasi di atas
tidak serta merta dapat diwujudkan dan me-
menuhi harapan rakyat Indonesia secara ke-
seluruhan, karena semuanya masih dalam
bentuk tataran konsep walaupun terdapat tiga
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agenda yang secara yuridis telah dilakukan
perombakan, yakni amandemen UUD 1945
yang dilakukan hingga 4 kali; Otonomi Daerah
yang seluas-luasnya telah diatur dengan ke-
luarnya Undang-undang Nomer 22 tahun 1999
jo UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah yang kemudian diperbarui dengan UU
nomer 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua
atas Undang-undang Nomer 32 tahun 2004
dan yang terakhir dengan keluarnya Undang-
undang Nomer 23 tahun 2014 tentang Pe-
merintahan Daerah. Demikian pula dengan
konsep Dwi Fungsi ABRI yang semenjak
Orde Baru berfungsi sebagai kekuatan
pertahanan dan keamanan sekaligus sebagai
kekuatan sosial politik, sehingga menjadikan
ABRI memiliki dominasi dalam berbagai
urusan-urusan kenegaraan, misalnya berba-
gai jabatan kenegaraan atau pemerintahan
mulai dari Gubernur, Walikota atau bupati
maupun pejabat-pejabat setingkat menteri,
duta besar, penjatahan ABRI sebagai Ang-
gota MPR yang diangkat, dan lain-lainnya.
Secara Yuridis perubahan terhadap
peran Dwi fungsi ABRI telah diawali dengan
Instruksi Presiden B.J Habibi Nomer 2 tahun
1999 yang menyatakan bahwa Polri dipisah-
kan dari ABRI, dimana upacara pemisahannya
dilakukan pada tanggal 1 April 1999, yang
kemudian ditindaklanjuti dengan rapat pim-
pinan ABRI yang menyatakan bahwa Sejak
tanggal 20 April 2000 ABRI tidak memiliki
fungsi sosial politik tetapi hanya memusat-
kan perhatiannya dalam bidang pertahanan
dan keamanan. Keluarnya Ketetapan MPR
No. VI/2000 lebih memperkuat kedudukan
Polri sebagai lembaga yang mandiri langsung
berada di bawah Presiden, Pemisahan lembaga
TNI dan POLRI akhirnya secara formal diatur
masing-masing dalam peraturan perundang-
undangan yang berbeda, yakni Undang-undang
nomer 2 tahun 2001 tentang Kepolisian Republik
Indonesia dan Undang-undang nomer 3 tahun

2002 tentang Pertahanan Negara, dimana
yang menjadi unsur utamanya adalah TNI.

Berbagai perubahan yang terjadi se-
telah refomasi tidak dibarengi dengan tindakan
yang benar-benar terkait dengan rakyat yang
sekaligus menjadi agenda besar bangsa
Indonesia, yakni pemberantasan korupsi, kolusi
dannepotisme dan tegaknya supremasi hukum.

Praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme yang menjadi tuntutan awal untuk
turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan,
justru menjadi semakin marak dan bahkan
tumbuh subur di bumi Indonesia, terutama
yang dilakukan oleh para pejabat Negara
atau pemerintahan. Misalnya saja terjeratnya
berbagai pejabat daerah dalam beberapa
kasus suap/ korupsi yang akhir-akhir ini
berhasil ditangkap tangan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (Ditahun 2017 hingga
bulan September ada 5 Kepala Daerah yang
berhasil ditangkap oleh KPK, yakni Gubernur
Bengkulu Ridwan Mukti; Bupati Pamekasan
Achmad Syafii; Walikota Tegal Siti Masitha
Soeparno dalam penggunaan dana jasa
kesehatan RSUD Kardinah; Bupati Batubara
OK Arya Zulkarnaen; Walikota Batu Edy
Rumpoko). Dan yang lebih mencengangkan
lagi jika dilihat data statistic Komisi Pem-
berantasan Korupsi sejak tahun 2004 hingga
Juni 2017 ada 78 kepala daerah yang ber-
urusan dengan KPK terdiri dari 18 orang
Gubernur dan 60 orang Wali kota atau Bupati
dan wakilnya. (http://nasional.kompas.com.,
diakses tanggal 23 September 2017). Inilah
yang merupakan salah satu agenda mendesak
bangsa Indonesia yang harus segera menda-
patkan penanganan yang serius, karena me-
nurut Amien Rais (2008, 175) Korupsi me-
rupakan yang paling berbahaya yang harus
dihadapi oleh bangsa Indonesia, apalagi jika
terjadi koorporasi dengan berbagai lembaga
Negara sebagaimana yang dikemukakan
berikutini:
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“Kekuasaan Negara yang terdiri
dari eksekutif, legislaif dan
yudikatif secara sadar atau tidak
telah menghamba kepada kepen-
tingan asing dan melakukan ko-
rupsi yang paling besar dan pa-
ling berbahaya, karena yang di-
pertaruhkan adalah kedaulatan
ekonomi, kedaulatan politik,
bahkan kedaulatan pertahanan
keamanan bangsa Indonesia”

Demikian pula dengan praktek
praktek penegakan hukum, masih jauh dari
rasa keadilan masyarakat yang mencari se-
buah keadilan. Banyak orang yang menga-
takan bahwa hukum masih tajam ke bawah
dan tumpul ke atas. Hal ini cukup beralasan
jikamelihat praktek-praktek di sidang penga-
dilan yang penuh dengan rekayasa, dan bah-
kan terkesan ada pengadilan sesat yang di-
tunjukkan oleh penegak hukum itu sendiri.
Berbagai kasus peradilan yang hingga sam-
pai sekarang belum bisa selesai dan tuntas
dengan baik, kasus pembunuhan aktivis
Munir, kasus kudatuli, Semanggi, Trisakti,
kasus Bank Century, Wisma Atlit, disusul
dengan E-KTP yang melibatkan para pejabat
Negara/ Pemerintahan hingga kini hanya
menambah sederetan kasus yang tidak bisa
diselesaikan secara baik dan memenubhi rasa
keadilan dari masyarakat.

Fenomena sosial yang secara jelas
dan nyata sebagaimana tersebut di atas mem-
beri gambaran kepada kita betapa moralitas
para pejabat Negara yang mengemban
amanat rakyat tidak dapat dan tidak mampu
untuk menunjukkan pribadi sebagai warga
negara yang sadar diri akan peran dan tang-
gungjawabnya dalam membawa bangsa ini
kepada tercapainya cita-cita dan tujuan bang-
sa yakni terciptanya masyarakat sejahtera
yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila
dan Undang-undang Dasar 1945. Perilaku-
perilaku politik yang ditunjukkan di masya-
rakat justru berbanding terbalik dengan yang

seharusnya dilakukan. Mereka memperton-
tonkan perbedaan pandangan secara vulgar
dengan mengatasnamakan masyarakat, bah-
kan ketika dalam sidang “yang terhormat”
etika-etika bersidangpun masih jauh dari wu-
jud nyata seorang pemegang amanat rakyat.
Hal ini seolah-olah menunjukkan bahwa me-
reka tidak memiliki pendidikan politik yang
baik sebelum menduduki jabatan-jabatan
penting yang mengatasnamakan rakyat.

PENDIDIKAN POLITIK

Makna Pendidikan Politik

Melihat perjalanan panjang sejarah
perjuangan bangsa Indonesia, baik sebelum
kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan,
sebenarnya tidak pernah bisa dilepaskan dari
konsepsi pendidikan, karena melalui pendi-
dikanlah setiap warga Negara mempunyai
kemampuan untuk mengetahui dan mema-
hami tatanan-tatanan kehidupan dalam ber-
masyarakat, berbangsa dan bernegara, yang
selanjutnya diharapkan mampu untuk ber-
sikap dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai
dan norma-norma yang dianutnya. Oleh karena
itu tepat jika sejak awal berdirinya Negara
Kesatuan Republik Indonesia, melalui pem-
bukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah di-
amanatkan secara tegas untuk mencerdas-
kan kehidupan bangsa.

Melalui pendidikan, setiap warga
Negara akan dapat belajar dari sejarah masa
lalu yang penuh dengan pemikiran-pemikiran
murni, nilai-nilai kepribadian bangsa yang
mengarah kepada upaya menciptakan ke-
sejahteraan dan kebahagiaan bersama, di atas
kepentingan pribadi dan golongan. Arti pen-
tingnya belajar sejarah telah ditegaskan oleh
Presiden Soekarno pada saat Hari Ulang
Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia
yang ke-21 (17 Agustus 1966) dengan pida-
tonyayang dikenal dengan “Jasmerah (Jangan
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sekali-sekali Melupakan Sejarah)”, karena
bangsa yang besar adalah bangsa yang meng-
hargai sejarah bangsanya”.

Dengan menyadari akan arti pen-
tingnya kesadaran akan persatuan dan kesa-
tuan yang berwawasan Ideologi bangsa, maka
nilai-nilai budaya bangsa perlu ditanamkan
kepada generasi muda yang selanjutnya akan
menjadi penerus kehidupan bangsa ini, se-
hingga secara yuridis telah terbit Instruksi
Presiden nomer 12 tahun 1982, tentang Pen-
didikan Politik bagi generasi muda, yang dalam
amar pertimbangannya dikemukakan bahwa
disamping untuk memupuk rasa persatuan dan
kesatuan bangsa demi kelangsungan hidup
bernegara dan kenegaraan, juga generasi muda
sebagai penerus cita-cita bangsa Indonesia
perlu diberikan pendidikan politik untuk me-
ngetahui norma, nilai, tatacara dan aturan da-
lam kehidupan politik bangsa (Inpres 12
tahun 1982, hal menimbang a,b).

Menurut Undang-undang No. 12
tahun 1982, Pendidikan politik merupakan
rangkaian usaha untuk meningkatkan dan
memantapkan kesadaran politik dan kenega-
raan guna menunjang kelestarian Pancasila
dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai bu-
daya politik bangsa. Hal ini mengandung mak-
na bahwa terdapat proses pembinaan yang di-
tujukan kepada generasi muda penerus bangsa
agar memiliki kesadaran politik demi terja-
ganya Negara Kesatuan Republik Indonesia ber-
dasarkan falsafah bangsa Pancasila dan lan-
dasan konstitusional Undang-undang Dasar
1945. Pendapat yang lebih tegas dikemuka-
kan oleh Soerono (dalam Miranu, 1988, 50)
bahwa Pendidikan Politik adalah usaha untuk
memasyarakatkan politik, dalam arti mencer-
daskan kehidupan politik rakyat, meningkatkan
kesadaran setiap warga Negara dalam ber-
bangsa dan bernegara, serta meningkatkan
kepekaan dan kesadaran rakyat terhadap hak,
kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap

bangsa dan Negara”.

Dari batasan dan konsep tersebut di
atas, maka pendidikan politik pada dasarnya
merupakan sebuah usaha sadar yang dila-
kukan terhadap para generasi muda penerus
bangsa agar memiliki pengetahuan, pema-
haman yang luas mengenai tata kehidupan
bermasyarakat dan berbangsa sesuai dengan
nilai-nilai budaya bangsa untuk selanjutnya
dapat berpartisipasi secara aktif dalam ber-
bagai kegiatan-kegiatan kenegaraan yang di-
tunjukkan dengan sikap dan ketrampilan yang
didasarkan atas falsafah bangsa yakni Pancasila
dan Undang-undang Dasar 1945. Dengan de-
mikian maka, melalui pendidikan politik di-
harapkan mampu menanamkan ide-ide poli-
tik kepada generasi muda yang sesuai dengan
budaya bangsa berdasarkan Pancasila dan
Undang-undang Dasar 1945 menuju tercip-
tanya masyarakat yang dicita-citakan, se-
hingga generasi muda tidak hanya sekedar
memahami akan hal-hal yang terkait dengan
kehidupan politik, tetapi juga menyadari se-
kaligus mampu berpartisipasi dalam tatanan
kehidupan politik secara bertanggungjawab.

Ruang lingkup materi Pendidikan Politik

Pendidikan politik pada dasarnya
merupakan bagian dari konsep pendidikan
nasional yang lebih menekankan pada aspek
politik kenegaraan, oleh karena itu secara im-
plisit, maka tujuan Pendidikan Politik akan
mengarah pula kepada fungsi dan tujuan pen-
didikan nasional, sebagaimana yang telah di-
atur dalam Undang-undang Nomer 20 tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
yang secara jelas mengemukakan sebagai be-

rikut:
Pendidikan nasional berfungsi me-
ngembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa, bertujuan untuk berkem-
bangnya potensi peserta didik
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agar menjadi manusia yang ber-
iman dan bertaqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, man-
diri dan menjadi warga Negara
yang demokratis dan bertang-
gungjawab” (pasal 3 UU No. 20
Tahun 2003).

Fungsi dan tujuan sebagaimana ter-
sebut di atas, jika dianalisis sarat dengan
nilai-nilai luhur bangsa yang berguna untuk
membangkitkan dan membentuk watak pe-
radaban bangsa yang sesuai dengan falsafah
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
Sehingga dengan demikian maka tujuan Pen-
didikan Politik akan lebih bermuara kepada
bagaimana setiap warga Negara memiliki pe-
ngetahuan tentang kehidupan perpolitikan,
yang sadar dan dapat berpartisipasi secara
aktif dalam kehidupan bermasyarakat, ber-
bangsa dan bernegara sesuai dengan sistem
dan budaya politik yang dikembangkan yaitu
sistem demokrasi yang berdasarkan kepada
Pancasila.

Dengan memperhatikan fungsi dan
tujuan pendidikan secara luas maupun tujuan
pendidikan politik sebagaimana terurai di atas,
maka dalam melaksanakan pendidikan po-
litik ada beberapa landasan pokok yang perlu
diperhatikan, yakni (1) Landasan Idiil Pancasila,
(2) Landasan konstitusional UUD 1945, (3)
Landasan Operasional berupa Rencana Pem-
bangunan, (4) Landasan historis berupa Ke-
bangkitan Nasional; Sumpah Pemuda dan
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945,
(5) Landasan normative berupa etika, tata ni-
lai dan tradisi luhur yang hidup dalam masya-
rakat. Sedangkan yang menjadi ruang ling-
kup kajian atau matei pendidikan politik ber-
dasarkan instruksi Presiden nomer 12 tahun
1982 tentang Pendidikan Politik Generasi
Muda, pada pokoknya adalah : (1) Penana-
man kesadaran berideologi, berbangsa dan
bernegara, (2) Kehidupan dan kerukunan hi-

dup beragama, (3) Motivasi berprestasi, (4)
Pengamalan kesamaan hak dan kewajiban,
keadilan sosial dan penghormatan atas harkat
dan martabat manusia, (5) Pengembangan
kemampuan politik dan kemampuan pribadi
untuk mewujudkan kebutuhan dan keinginan
ikut serta dalam politik, (6) Disiplin pribadi,
sosial dan nasional, (7) Kepercayaan kepada
Pemerintah dan (8) Kepercayaan kepada
pembangunan yang berkesinambungan.

Melalui berbagai materi kajian se-
bagaimana tersebut di atas diharapkan akan
menumbuhkan kesadaran yang tinggi dari
para generasi muda untuk berpartisipasi po-
litik dalam kerangka kehidupan berbangsa
dan bernegara berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945.

PERILAKU POLITIK

Pada dasarnya perilaku politik me-
rupakan perwujudan dari sikap seseorang yang
terkait dengan permasalahan-permasalahan
politik atau kekuasaan, yang dapat dilakukan
oleh seseorang baik secara sendiri maupun
secara kelompok. Hal ini mendasarkan pada
sifat dan hakekat manusia itu sendiri sebagai
makhluk individu sekaligus makhluk sosial.
Secara individu, karena masing-masing war-
ga Negara memiliki potensi dan kemampuan
yang berbeda antara yang satu dengan yang
lain sehingga berpengaruh terhadap perilaku
yang ditunjukkan yang tentunya berbeda an-
tara yang satu dengan yang lain. Sedangkan
secara sosial, seseorang tidak akan mampu
hidup sendiri dan akan senantiasa berusaha
dan bersama yang lain dalam rangka men-
capai tujuan hidupnya yaitu tercapainya ke-
bahagiaan dan kesejahteraan baik jasmani
dan rohani.

Menurut Matius Sobolim (http://
rosybimantara.blog.uns.ac.id, diakses tang-
gal 23 September 2017) perilaku politik atau
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political behavior adalah perilaku yang dila-
kukan oleh insan/ individu atau kelompok
guna memenuhi hak dan kewajibannya se-
bagai insan politik. Lebih lanjut beliau me-
ngatakan bahwa seorang individu/ kelompok
diwajibkan oleh Negara untuk melakukan
hak dan kewajibannya guna melakukan pe-
rilaku politik, diantaranya adalah (1) mela-
kukan pemilihan untuk memilih wakil
rakyat/ pemimpin, (2) mengikuti dan berhak
menjadi insan politik yang mengikuti suatu
partai politik atau parpol, (3) ikut serta dalam
pesta politik, (4) ikut mengkritik atau menu-
runkan para pelaku politik yang berotoritas
(5) berhak untuk menjadi pimpinan politik,
dan (6) berkewajiban untuk melakukan hak
dan kewajibannya sebagai insan politik guna
melakukan perilaku politik yang telah disu-
sun secara baik oleh undang-undang dasar
dan perundangan hukum yang berlaku.
Berbeda dengan pandangan terse-
but, menurut Ramlan Surbakti (1999,15-16)
perilaku politik dibedakan menjadi dua, yakni
(1) perilaku politik lembaga-lembaga dan para
pejabat pemerintahan dan (2) perilaku politik
warga negara biasa. Perilaku politik lembaga-
lembaga dan para pejabat pemerintahan ter-
kait dengan tanggung jawab dalam membuat,
melaksanakan hingga menegakkan sebuah
keputusan politik. Sedang perilaku politik
warga negara lebih mengarah kepada parti-
sipasinya dalam kehidupan politik.
Berdasarkan pada konsep pemikiran
di atas, maka setiap interaksi yang terjadi da-
lam kehidupan masyarakat, baik antara indi-
vidu dengan individu yang lain, antara indi-
vidu dengan kelompok, antar kelompok de-
ngan masyarakat dan pemerintah yang ber-
muara kepada proses pembuatan kebijakan
politik, pelaksanaan kebijakan politik dan
keputusan akan tindakan-tindakan politik da-
pat dikatakan sebagai sebuah perilaku po-
litik. Dengan demikian setiap perilaku politik

yang ideal haruslah mendasarkan diri pada
etika-etika politik yang bersumber pada bu-
dayapolitik bangsa.

Dalam pandangan Bernhard Sutor
(dalam Haryatmoko, 2014, 33) etika politik
mengandung berbagai aspek individu dan so-
sial yang saling terkait, sebagaimana dike-
mukakan berikut ini:

“Etika politik mengandung as-
pek individual dan sosial. Disatu
pihak, etika politik sekaligus
adalah etika individual dan etika
sosial; etika individual karena
membahas masalah kualitas mo-
ral pelaku, etika sosial karena me-
refleksikan masalah hukum, ta-
tanan sosial dan institusi yang
adil. Dilain pihak Etika politik
sekaligus etika institusional dan
etika keutamaan. Institusi dan ke-
utamaan merupakan dua dimensi
etika yang saling mendukung. Ke-
utamaan merupakan faktor sta-
bilitas tindakan yang berasal dari
dalam diri pelaku, sedangkan ins-
titusi menjamin stabilitas tindakan
dari luar diri pelaku”

Lebih lanjut beliau mengungkapkan
bahwa dalam sebuah etika politik mengan-
dung 3 dimensi, yakni (1) tujuan politik, (2)
pilihan sarana dan (3) aksi politik yang mana
hal ini tekait dengan perilaku politik.

Dimensi tujuan politik, dirumuskan
dalam rangka mencapai kesejahteraan masya-
rakat dan hidup damai yang didasarkan pada
kebebasan dan keadilan. Dalam sebuah Negara
demokratis pemerintah memiliki komitmen
terhadap penyelenggaraan Negara dan ber-
tanggungjawab atas kesejahteraan masya-
rakat, sehingga segala kebijakan pemerintah
harus dirumuskan secara jelas melalui prio-
ritas, program, metode dan strategi penca-
paiannya berdasarkan landasan falsafah
bangsa. Dengan demikian maka akan menjadi
jelas dan transparan mengenai apa yang akan
dipertanggungjawabkan dan dievaluasi oleh
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berbagai pihak, atas kinerja yang dilakukan
oleh pemerintah sebagai penanggungjawab
moral kesejahteraan masyarakat.

Dimensi sarana, terkai dengan sis-
tem dan prinsip-prinsip dasar pengorganisa-
sian praktek penyelenggaraan Negara dan
yang mendasari institusi-institusi Negara.
Sehingga dalam hal ini akan mengandung
dua pola normative, yakni (1) tatanan politik
(hukum dan institusi) yang harus mengikuti
prinsip solidaritas dan subsidiaritas, peneri-
maan pluralitas, struktur sosial ditata secara
politis menurut prinsip keadilan (2) kekuatan-
kekuatan politik ditata sesuai dengan prinsip
timbal balik.

Sedangkan dalam dimensi aksi po-
litik, pelaku politik memegang peranan da-
lam menentukan rasionalitas politik, yang
terdiri dari rasionalitas tindakan dan keuta-
maan (kualitas moral pelaku). Tindakan po-
litik dikatakan rasional jika pelaku memiliki
orientasi situasi dan faham permasalahan,
sehingga mereka mampu mempersepsikan
kepentingan yang dipertaruhkan berdasarkan
peta kekuatan politik yang ada, sehingga da-
pat menghindari terjadinya konflik dan ke-
kerasan. Dengan demikian kualitas moral pe-
laku dapat pula dilihat dari kemampuannya
dalam menguasai diri dan berani memutus-
kan dan menghadapi resiko dalam kehidupan
politik.

Dengan berbagai konsep pemikiran
di atas, maka perilaku politik yang beretika
akan terwujud apabila setiap perilaku politik
itu diarahkan kepada tujuan kesejahteraan
warga Negara dengan mempergunakan,
mengerahkan segala sarana prasarana dan
tatanan kehidupan yang telah disepakati ber-
sama dengan tetap mendasarkan pada nilai-
nilai budaya bangsa yang penuh dengan
kesantunan dan kebermaknaan dalam ke-
hidupan.

PERAN PENDIDIKAN POLITIK
DALAM MEMBENTUK PERILAKU
POLITIK YANG BERETIKA
Membicarakan peran pendidikan
politik tidak bisa dilepaspisahkan dari mak-
sud dan tujuan dari pelaksanaannya, sebagai
bagian dari konsep pendidikan nasional. Me-
nurut Instruksi Presiden Nomer 12 tahun 1982,
pendidikan politik dimaksudkan untuk mem-
berikan pedoman kepada Generasi muda
Indonesia guna meningkatkan kesadaran ke-
hidupan berbangsa dan bernegara sejalan de-
ngan arah dan cita-cita bangsa Indonesia. Se-
dangkan tujuan pendidikan politik adalah
menciptakan generasi muda Indonesia yang
sadar akan kehidupan berbangsa dan ber-
negara berdasarkan Pancasila dan Undang-
undang Dasar 1945 sebagai salah satu usaha
untuk membangun Manusia Indonesia Seutuh-
nya yang perwujudannya dapat terlihat da-
lam perilaku hidup bermasyarakat yang (1)
sadar akan hak dan kewajiban serta tang-
gungjawab sebagai warga Negara terhadap
kepentingan bangsa dan negara, (2) sadar dan
taat pada hukum dan semua peraturan per-
undang-undangan yang berlaku, (3) memiliki
disiplin pribadi, sosial dan negara, (4) me-
miliki tekad perjuangan untuk mencapai ke-
hidupan yang lebih baik di masa depan yang
disesuaikan dengan kemampuan obyektif
bangsa, (5) mendukung sistem kehidupan
nasional yang demokratis sesuai dengan UUD
1945 dan Pancasila, (6) berpartisipasi secara
aktif dan kreatif dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara, khususnya dalam usaha pem-
bangunan nasional, (7) aktif menggalang per-
satuan dan kesatuan bangsa dengan kesa-
daran akan keanekaragaman bangsa, (8) sa-
dar akan perlunya pemeliharaan lingkungan
hidup dan alam sekitar secara selaras, serasi
dan seimbang (9) mampu melakukan peni-
laian terhadap gagasan, nilai, serta ancam-
anyang bersumber dari ideologi lain di luar
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Pancasiladan UUD 1945 atas dasar pola pikir
atau penalaran logis mengenai Pancasila dan
UUD 1945.

Hakekat Pendidikan politik yang di-
dalamnya mengandung makna peningkatan
dan pemantapan kesadaran politik generasi
muda berdasarkan budaya bangsa yang ber-
landaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar
1945, merupakan sesuatu yang mutlak harus
dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam rang-
ka mempersiapkan generasi yang berkuali-
tas, handal, unggul dan potensial dalam mem-
bawa bangsa ini dalam rangka mencapai cita-
cita dan tujuan nasionalnya.

Secara factual kita bisa melihat, men-
dengar dan merasakan betapa akhir-akhir ini
etika politik bangsa yang ditunjukkan oleh
para pejabat dan juga rakyat, jauh dari nilai-
nilai moral dan tuntutan budaya bangsa. Para
Pejabat tidak mampu untuk membawa dan
memegang amanat rakyat dengan melakukan
tindakan-tindakan yang tidak terpuji, mela-
kukan berbagai korupsi dan kolusi dengan
mencederai janji, melakukan intimidasi-
intimidasi politik terhadap rakyat dengan
mempergunakan berbagai cara yang tidak
bermartabat dan lain lainnya. Demikian juga
dengan rakyat, banyak melakukan sumpah
serapah dengan mengumpat kepada pejabat
yang telah berkhianat. Jalur komunikasi sudah
tidak berfungsi lagi, mereka senang memper-
gunakan jalur demonstrasi dengan berorasi
untuk menagih janji, etika anak negeri yang
awalnya penuh keramahan, sopan santun
menjadi beringas, tidak bersahabat dan pe-
nuh dengan kepentingan sesaat.

Dengan melihat fenomena yang ber-
kembang saat ini yang sudah menyimpang
dan jauh dari budaya bangsa, apalagi terkait
dengan berbagai kepentingan-kepentingan
politik yang ada, maka pelaksanaan pendi-
dikan politik yang efektif benar-benar sangat
diperlukan guna mengembalikan segala ting-

kah laku atau perilaku bangsa kembali kepada
rohnya yaitu Pancasila dan Undang-undang
Dasar 1945.

Melalui pelaksanaan pendidikan po-
litik yang efektif setiap warga negara akan
ditingkatkan kesadaran politiknya dengan
pengetahuan dan pemahaman terhadap ber-
bagai kehidupan politik kenegaraan, sehing-
ga mereka akan menjadi warga Negara yang
“melek politik” yang dapat mengetahui akan
hak dan kewajibannya secara baik sebagai
seorang warga Negara.

Dalam konsepsi pendidikan politik
akan ditanamkan berbagai sikap yang sesuai
dengan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai
Pandangan Hidup Bangsa. Bagaimana setiap
warga Negara harus memiliki dan mengem-
bangkan sikap toleransi dan kerjasama, meng-
hargai harkat dan martabat manusia, mengu-
tamakan kepentingan bangsa dan negara di
atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak
memaksakan kehendak kepada orang lain,
mengutamakan musyawarah dalam mengambil
keputusan; menjaga keseimbangan antara hak
dan kewajiban, menghormati hak-hak orang
lain dan suka memberi pertolongan kepada
orang lain merupakan contoh sikap yang di-
kembangkan dalam pendidikan politik.

Disamping itu melalui pendidikan po-
litik akan dilatih berbagai ketrampilan dalam
menghadapi hidup dan kehidupan yang se-
suai dengan budaya bangsa, terutama adalah
ketrampilan dalam menyelesaikan problematika-
problematika kehidupan berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan menyadari dan memahami
arti pentingnya pendidikan politik sebagaimana
tersebut di atas, maka perubahan perilaku po-
litik setiap warga Negara menjadi tanggung
jawab bersama, baik orang tua, sekolah mau-
pun masyarakat. Orang tua berkewajiban untuk
menanamkan nilai-nilai moral sejak dini ten-
tangkonsep-konsep dasar politik sesuai dengan
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tingkat perkembangan anak; Sekolah mela-
lui guru-guru atau pendidik menanamkan pe-
ngetahuan dan wawasan politik kenegaraan
dengan berbagai cara, strategi dan metode
yang dipergunakan. Dan masyarakat terma-
suk pemerintah harus mampu menunjukkan
sikap dan tauladhannya dalam kehidupan ber-
masyarakat, berbangsa dan bernegara berlan-
daskan pada Pancasila dan Undang-undang
Dasar 1945.

PENUTUP

Pendidikan politik yang dilaksana-
kan secara efektif akan mampu membentuk
perilaku politik yang beretika, karena dengan
melalui pendidikan politik setiap warga Ne-
gara akan memiliki pengetahuan, pemahaman
tentang tata kehidupan politik yang didasarkan
atas nilai-nilai budaya bangsa, sehingga me-
reka akan mampu bersikap dan berbuat se-
suai dengan tatanan kehidupan politik yang
telah disepakati secara bersama. Kemampuan
akan pengetahuan dan pemahaman politik
membangkitkan kesadaran untuk berpartisi-
pasi secara aktif dan positif dalam berbagai
kegiatan-kegiatan politik yang bermakna bagi
kehidupan berbangsa dan bernegara berda-
sarkan Pancasiladan UUD 1945.
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